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kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari-Ku” 
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ABSTACT 
The purpose of this study is to determine the suitability of the application of 
accounting treatment regarding the recognition, measurement, presentation, and 
disclosure of financial statements of musyarakah financing transactions with 
PSAK No. 106 at KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten 2017. 
The design of this research is descriptive research with qualitative approach. 
Variable in this research is musyarakah financing. Research subjects at KSPPS 
Sarana Aneka Jasa Klaten, while the object of research is the recognition, 
measurement, presentation, and disclosure financial statements of musyarakah 
financing transaction in 2017. Data collection techniques in this study is by 
interview and documentation. 
The results of this study indicate that the application of musyarakah financing 
accounting to KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten covering recognition, 
measurement, presentation and disclosure are not fully in compliance with PSAK 
No. 106. Because in the presentation of musyarakah financing in KSPPS Sarana 
Aneka Jasa still uses musharaka financing terms should be replaced with 
musyarakah investment. And the disclosure of musyarakah financing is not 
appropriate because KSPPS Sarana Aneka Jasa does not make notes to the 
financial statements 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan 
perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan musyarakah dengan 
PSAK No. 106 pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten tahun 2017. 
Desain penelitian ini yaitu penelitian diskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah pembiayaan musyarakah. Subjek 
penelitian pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten, sedangkan objek penelitian 
adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan 
transaksi pembiayaan musyarakah tahun 2017. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi 
pembiayaan musyarakah pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten yang meliputi 
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai 
dengan PSAK No. 106. Karena dalam penyajian pembiayaan musyarakah pada 
KSPPS Sarana Aneka Jasa masih menggunakan istilah pembiayaan musyarakah 
seharusnya diganti dengan investasi musyarakah. Serta pengungkapan 
pembiayaan musyarakah tidak sesuai karena KSPPS Sarana Aneka Jasa tidak 
membuat catatan atas laporan keuangan. 
Kata kunci: Pembiayaan Musyarakah, PSAK No. 106 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini menunjukkan 
pertumbuhan yang sangat pesat (Yahdiyani, 2015). Hal ini dapat dilihat dari 
jumlah lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank cukup signifikan 
dari tahun ke tahun. Salah satu lembaga keuangan non bank yang berkembang 
pesat yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Menurut data 
dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
menunjukkan jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dimana 
terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadan hukum KSPPS. Keberadaan KSPPS 
memberikan kontribusi yang besar, terutama dalam program pemberdayaan 
ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui produk pembiayaan 
syariah yang disediakan (Kusumasari, 2011). 
Beberapa produk pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil, menurut 
Antonio (2001) dalam Yahdiyani (2015) mengungkapkan bahwa, pembiayaan 
dengan prinsip bagi hasil secara umum dapat dilaksanakan dengan empat jenis 
akad yaitu mudharabah, musyarakah, muzara’ah dan musaqah. Namun pada 
pelaksanaanya, akad yang lebih sering digunakan adalah akad mudharabah dan 
akad musyarakah. Kedua akad tersebut pada dasarnya bisa dikatakan ideal karena 
menggunakan prinsip profit sharing dan loss sharing, yang membedakan yaitu 
kerugian pada akad mudharabah hanya ditanggung oleh pihak lembaga keuangan 
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syariah sedangkan pada akad musyarakah kerugian ditanggung oleh pihak-pihak 
yang bermitra. 
Penelitian yang dilakukan oleh Sahrudin (2006), menyimpulkan bahwa 
pelaksanaan pembiayaan musyarakah dalam penggunaannya oleh masyarakat di 
Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram masih rendah bila dibandingkan dengan 
pembiayaan lain seperti murabahah, mudharabah, dan qard. Hal ini disebabkan 
oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: (1) sulitnya mencari dan mendapatkan 
nasabah yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, dan pekerja keras; 
(2) tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank; dan (3) kesulitan 
likuiditas. 
Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang berdasarkan akad 
kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak tersebut 
menyertakan modal untuk pelaksanaan suatu usaha tertentu dengan ketentuan 
keuntungan dan kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan 
kesepakatan (Soemitra, 2009). Berdasarkan PSAK No. 106 musyarakah adalah 
akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana 
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa 
keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan 
porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang 
diperkenankan oleh syariah. 
Karakteristik pembiayaan musyarakah dalam PSAK No. 106 tentang 
akuntansi musyarakah adalah: (1) para mitra bersama-sama menyediakan dana 
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untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah 
berjalan maupun yang baru; (2) investasi musyarakah  dapat diberikan dalam 
bentuk kas, setara kas atau aset nonkas; dan (3) keuntungan usaha musyarakah 
dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan 
(baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati 
oleh para mitra. Sedangkan kerugian, dibebankan secara proporsional sesuai 
dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).  
Dalam perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah diharuskan sesuai 
dengan peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 
106 tentang musyarakah. Kesesuaian ini dituntut karena PSAK sebagai panduan 
yang mengacu pada pembuatan laporan keuangan yang andal, akurat, relevan dan 
berkualitas untuk mendapatkan informasi tentang kondisi ekonomi serta dapat 
digunakan dalam mengambil keputusan (Nursoleha, Fauziah dan Fitriah, 2015). 
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
dengan laporan keuangan yang baik dapat digunakan untuk mengetahui prestasi 
KSPPS dalam melayani anggota. 
Pada kenyataannya masih ada lembaga keuangan syariah yang mencatat 
pembiayaan musyarakah yang belum sesuai dengan PSAK No. 106. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil penelitianYahdiyani (2015), yang menunjukkan bahwa 
BPRS Formes Sleman masih terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi 
pembiayaan musyarakah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 dalam hal 
pengakuan, penyajian dan pengungkapan akuntansi. Penelitian oleh Pratama 
(2015), yang menunjukkan terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi 
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pembiayaan musyarakah dengan PSAK No. 106 pada Bank Kaltim Syariah 
Samarinda dalam hal pengakuan pada laporan keuangan. Penelitian oleh 
Kusumasari (2011), yang menunjukkan bahwa BMT Beringharjo Cabang 
Malioboro belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.  59 dan PSAK No. 106 
dalam hal Penyajian laporan keuangan karena akun-akunnya tidak dikelompokkan 
berdasarkan unsur-unsur neraca. 
Berangkat dari penelitian tersebut, peneliti ingin meneliti kembali penerapan 
akuntansi syariah pada pembiayaan musyarakah di KSPPS Sarana Aneka Jasa, 
dengan beralasan bahwa KSPPS tersebut telah menerima penghargaan dari 
Kemenkop dan UKM sebagai “Koperasi Berprestasi Tahun 2016 Jenis Simpan 
Pinjam”. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah KSPPS tersebut sudah 
menerapkan aturan/ standar yang diberlakukan, khususnya PSAK No. 106. 
Sehingga judul penilitian ini adalah “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada 
Transaksi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 (Studi Pada 
KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten). 
1.2 Indetifikasi Masalah  
Sampai saat ini terdapat beberapa masalah yang terjadi pada KSPPS 
khususnya dalam pembiayaan musyarakah. Adapun permasalahan tersebut yaitu: 
1. Lembaga keuangan syariah sudah seharusnya menerapkan PSAK No. 106 
dalam menjalankan pembiayaan musyarakah. Namun berdasarkan 
penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat lembaga keuangan syariah 
yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 106. 
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2. Kesesuaian penerapan akuntansi syariah dengan PSAK Syariah yang 
dilaksanakan oleh KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten belum diketahui. 
1.3 Batasan Masalah 
Agar mendapatkan penelitian yang lebih fokus, maka perlu dilakukan 
pembatasan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada kesesuaian 
penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan musyarakah dengan 
PSAK No. 106 pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten. Data digunakan adalah 
data laporan keuangan pembiayaan musyarakah  tahun 2017. 
1.4 Rumusan Masalah 
Dari pembatasan masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam 
penelitian ini, yaitu bagaimanakah kesesuaian penerapan akuntansi mengenai 
pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan 
transaksi pembiayaan musyarakah  dengan PSAK No. 106 pada KSPPS Sarana 
Aneka Jasa, Klaten tahun 2017. 
1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi 
mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan 
keuangan transaksi pembiayaan musyarakah dengan PSAK No. 106 pada KSPPS 
Sarana Aneka Jasa, Klaten tahun 2017. 
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1.6 Manfaat Peneltian 
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut : 
1.6.1 Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai kesesuaian 
pencatatan akuntansi pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 pada 
KSPPS. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan 
pembanding untuk penelitian selanjutnya. 
 
1.6.2 Manfaat Praktis 
1. Bagi peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait 
akuntansi pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No. 106. 
2. Bagi KSPPS 
Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 
pertimbangan dalam pelaksanaan proses perlakuan akuntansi pembiayaan 
musyarakah sesuai dengan PSAK No. 106. 
3. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi 
bagi penelitian selanjutnya serta sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan. 
1.7 Jadwal Penelitian 
(Terlampir) 
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1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 
Penulisan skripsi dibagi dalam lima bab dengan gambaran sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan 
penelitian. Teori ini berfungsi untuk menganalisis data. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai tempat dan waktu dan wilayah 
penelitian, jenis penelitian, sampel penelitian, data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, teknis analisis data dan validitas dan reliabilitas data. 
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang gambaran umum dari penelitian, dan hasil analisis 
data serta pembahasan hasil analisis. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Pembiayaan Musyarakah 
1. Definisi Pembiayaan Musyarakah 
Menurut Soemitra (2009: 78) akad musyarakah dalam pembiayaan 
adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dimana 
masing-masing pihak menyertakan porsi dana dengan ketentuan bahwa 
keuntungan di bagi sesuai kesepakatan dan kerugian dibebankan sesuai 
dengan porsi dana. Landasan syariah pembiayaan musyarakah adalah Fatwa 
DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. 
Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab 
1 Ketentuan Umum Pasal 1, definisi pembiayaan musyarakah yaitu: 
“Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha 
antara koperasi dengan satu atau beberapa pihak sebagai pemilik 
modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan 
melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah 
pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian 
ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal”. 
 
Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan 
musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan 
menyertakan kontribusi dana untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha. 
Apabila mendapat keuntungan maka nisbah bagi hasil sesuai dengan 
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kesepakatan dan apabila mengalami kerugian maka akan dibagi sesuai 
dengan kontribusi dana dari masing-masing pihak. 
2. Jenis Musyarakah 
Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang 
pembiayaan musyarakah, musyarakah terdiri dari dua jenis yaitu: 
a. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian 
dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga 
akhir masa akad. 
b. Musyarakah menurun (Musyarakah muttanaqisah) adalah 
musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan 
dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian 
dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut 
akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. 
3. Sumber Hukum Akad Musyarakah 
Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 terdapat 
beberapa sumber hukum terkait akad musyarakah diantaranya sebagai 
berikut: 
a. Firman Allah QS. Shad [38]: 24: 
 يِ اَ ََُْ ا ََ
ِي  اارً
يثِ َك َّنيإَو ۖ يه يجا َعين َٰلَيإ َكيت َج ْع  َن يلاَؤ ُسيب َك َمََ َظ ْد َق َل َلا َق
 ٌليَي َقَو يتاَ
يلِاَّصلا اوَُ  يم َعَو او ُن َِ آ ََ ي
يذَّلا َّلَيإ ٍض ْع  َ ب ٰىََ َع ْم ُه ُض ْع  َب ييغ ْب  َي َل
 َ ۗ  ْم ُه ا َِ  
...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat 
itu sebagaian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, 
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kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh; dan 
amat sedikitlah mereka ini... 
 
b. Firman Allah QS. Al-Ma’idah [5]: 1: 
 يدو ُق ُع ْل يبِ او ُفْو َأ او ُن َِ آ ََ ي
يذَّلا ا َه   ي َأ َيَ 
Hai orang-orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu... 
c. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: 
  ُه َنا َخ ا َذيإ َف ُه  َب ِي ا ََ  اَُ ُد َِ َأ َْ َُيَ َْلَ ا َِ  يْيْ َكيير َّشلا ُث
يل َثَ َنَ َأ ُلو ُق  َي ََّللَّا َّنيإ
ا َم يهين ْي  َ ب َْ ِي  ُت ْجَر َخ 
Allah SWT. berfirman: “ Aku adalah pihak ketiga dari dua orang 
yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak 
yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar dari 
mereka.”(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu 
Hurairah). 
 
4. Rukun Pembiayaan Musyarakah 
Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 unsur-
unsur yang harus dipenuhi untuk terlaksananya akad musyarakah ada 
empat, yaitu: 
a. Pelaku terdiri dari atas para mitra 
b. Objek musyarakah berupa modal dan kerja 
c. Ijab kabul/ serah terima 
d. Nisbah keuntungan 
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Dalam fatwa DSN MUI No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 terdapat 
beberapa ketentuan terkait pembiayaan musyarakah. Ketentuan-ketentuan 
tersebut adalah : 
1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 
dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak (akad). 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan 
hal-hal berikut: 
a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 
perwakilan. 
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap 
mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah 
dalam proses bisnis normal. 
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk 
mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi 
wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan 
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memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan 
kelalaian dan kesalahan yang disengaja. 
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 
a. Modal  
1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau 
yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset 
perdagangan, seperti barang-barang, property, dan 
sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu 
dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 
2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah 
kapada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 
3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan  musyarakah tidak ada 
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta 
jaminan. 
b. Kerja 
1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja 
bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh 
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan 
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dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan 
bagi dirinya. 
2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas 
nama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing 
dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. 
c. Keuntungan 
1) Keuntungan harus dikuantifiksi dengan jelas untuk 
menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi 
keuntungan atau penghentian musyarakah. 
2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional 
atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang 
ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 
3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan 
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu 
diberikan kepadanya. 
4) Setiap pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas 
dalam akad. 
d. Kerugian 
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional 
menurut saham masing-masing dalam modal. 
 
14 
 
   
 
4. Biaya operasional dan Persengketaan 
a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika 
terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
2.1.2 Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK 106 
1. Karakteristik Musyarakah 
PSAK No. 106 dimana pernyataan ini bertujuan untuk mengatur 
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi 
musyarakah. Dalam PSAK No. 106 karakteristik musyarakah terdapat 
dalam paragraph 05 sampai dengan 12, antara lain yaitu: 
a. Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai 
suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah 
berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat 
mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati 
nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain (PSAK 
No. 106, par. 05). 
b. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, 
atau aset nonkas (PSAK No. 106, par. 06). 
c. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka 
setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan 
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atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang 
menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah: 
1) Pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana 
investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau 
2) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (PSAK 
No. 106, par. 07). 
d. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka 
kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan 
institusi yang berwenang (PSAK No. 106, par. 08). 
e. Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara 
proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas 
maupun aset nonkas) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh 
para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai 
dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) 
(PSAK No. 106, par. 09). 
f. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih mitra 
lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat 
memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk 
keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan 
yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan 
lainnya (PSAK No. 106, par. 10). 
g. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan 
nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode 
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akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan (PSAK No. 106, 
par 11). 
h. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha terkait 
dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi 
tersendiri (PSAK No. 106, par. 12). 
2. Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Musyarakah 
Pada PSAK No. 106 
Menurut Yahdiyani (2015: 13) pengakuan adalah suatu proses 
pembentukan suatu pos dengan memenuhi setiap unsur kriteria pengakuan 
yang tertera dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi, 
pengakuan dilakukan dengan menyatakan setiap pos tersebut baik dalam 
kata-kata maupun jumlah uang dan dicantumkan ke dalam neraca atau 
laporan laba rugi. Sedangkan pengukuran adalah suatu proses penetapan 
jumlah uang yang digunakan untuk mengakui serta memasukkan setiap 
unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.  
Menurut Siegel dan Shin (1994:147) dalam Yahdiyani (2015: 15) 
pengungkapan adalah suatu informasi yang disertakan sebagai lampiran 
pada laporan keuangan untuk catatan kaki atau tambahan. Sedangkan 
penyajian adalah tentang bagaimana transaksi-transaksi disajikan dalam 
laporan keuangan sehingga bisa dibaca oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan, seperti manajemen dan masyarakat umum (Yahdiyani, 
2015). 
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3. Akuntansi untuk mitra pasif  
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015: 158) mitra pasif adalah pihak 
yang tidak ikut serta dalam mengelola suatu usaha (biasanya yaitu lembaga 
keuangan). Berdasarkan PSAK No. 106 mitra pasif adalah mitra yang tidak 
ikut mengelola usaha. Dari penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan 
bahwa mitra pasif yaitu salah satu pihak yang tidak ikut andil dalam 
pengelolan suatu usaha, pihak tersebut biasanya adalah lembaga keuangan. 
Tabel 2.1 
Perlakuan Akuntansi Mitra Pasif 
 
Keterangan PSAK No. 106 
Pengakuan dan 
pengukuran 
 
 
 
 
1. Pada saat 
akad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha 
musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka 
mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah 
harus membuat catatan akuntansi terpisah untuk usaha 
musyarakah tersebut (par. 13). 
 
1. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas 
atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif (par.27). 
2. Pengukuran investasi musyarakah: 
a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang 
dibayarkan; dan 
b. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar 
dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai 
tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui 
sebagai: 
1) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama 
masa akad; atau 
2) Kerugian pada saat terjadinya (par. 28). 
3. Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai 
wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya 
sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, 
dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika 
ada) (par. 29). 
Tabel berlanjut... 
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Keterangan PSAK No. 106 
 4. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, 
biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian 
investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari 
seluruh mitra (par. 30). 
2. Selama akad 1. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan 
pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai 
sebesar: 
a. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha 
musyarakah pada awal akad dikurangi dengan 
kerugian (jika ada); atau 
b. Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat 
penyerahan untuk usaha musyarakah setelah 
dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada) (par. 
31). 
2. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun 
(dengan pengembalian dana mitra pasif secara 
bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan 
untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi 
jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian 
(jika ada) (par. 32). 
3. Akhir akad 
 
 
Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah  yang 
belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai 
piutang (par. 33). 
 
4. Pengakuan 
hasil usaha 
Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar 
bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan 
kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi 
dana (par. 34). 
 
Penyajian 1. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra 
aktif disajikan sebagai investasi musyarakah; 
2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset 
nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan 
sebagai pos lawan (contra account) dari investasi 
musyarakah (par.36). 
Lanjutan tabel 2.1 
Tabel berlanjut... 
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Keterangan PSAK No. 106 
Pengungkapan 
1. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti 
porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha 
musyarakah, dan lain-lain; 
2. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan 
3. Pengungkapanyang diperlakukan sesuai PSAK 101: 
Penyajian Laporan Keuangan Syariah (par. 37). 
Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK No. 106 
2.2 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) 
1. Definisi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) 
Berdasarkan Kebijakan Pemerintah bidang Perkoperasian dengan 
menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/ 2015 tentang Usaha Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi sebagai pengganti 
menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/ 2004 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi 
sehingga terjadi perubahan nama dari KJKS/ UJKS menjadi KSPPS/ USPPS 
koperasi. 
Menurut Azis (2010) dalam Wira dan Gustati (2016) Koperasi Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang sebelumnya disebut dengan 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi dimana 
kegiatan usahanya bergerak pada bidang simpanan, investasi, dan 
pembiayaan yang menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip 
syariah. 
Lanjutan tabel 2.1 
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Dalam siaran pers portalsatu.com ketua PBMT Indonesia Awalil 
Rizky mengutarakan bahwasannya BMT dapat memilih antara opsi 
perundang-perundangan menjadi LKMS yang tunduk pada regulasi OJK 
atau menjadi KSPPS/ USPPS yang tunduk pada regulasi Kementrian 
Koperasi dan UKM. Berdasarkan keputusan PBMT Indonesia menegaskan 
untuk memilih opsi Kemenkop dan UKM, sehingga semua BMT anggota 
diminta untuk segera memenuhi persyaratan sebagai KSPPS/ USPPS 
(Nurdin, 2016). 
2. Kegiatan Operasional KSPPS 
Gambar 2.1 
Kegiatan Operasional KSPPS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Dewan Pendiri/Anggota Pendiri 
KSPPS/ USPPS BMT 
Pengelola Financing Funding 
Wadiah 
Investasi 
Mudharabah 
Dll. 
Jual Beli 
Mudharabah, 
Salam, Istishna’ 
Pembiayaan 
Ijarah 
Kerja sama 
Mudharabag dan 
Musyarakah 
Pinjaman Qardh 
Manajer 
Akunting 
Personalia dan 
Umum 
Marketing 
Sumber: Soemitra (2009). 
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2.3 Hasil Penelitian yang Relevan 
Tabel 2.2 
Hasil Penelitian yang Relevan 
No Nama 
peneliti dan 
tahun 
Judul 
penelitian 
Hasil penelitian 
1. Yahdiyani 
(2015) 
Analisis 
Penerapan 
PSAK No. 59 
dan No. 106 
Atas 
Pembiayaan 
Musyarakah 
Pada PT. 
BPRS Formes 
Sleman 
Yogyakarta 
Tahun 2015 
Perlakuan akuntansi yang diterapkan BPRS 
Formes Sleman belum sepenuhnya sesuai 
dengan PSAK No. 59 dan No. 106  
1. Dalam hal pengakuan belum sesuai karena 
keuntungan dihitung bukan dari laporan 
keuangan melainkan atas hasil proyeksi. 
2. Dalam hal penyajian belum sesuai karena 
tidak terdapat pengelompokan unsur-
unsur neraca. 
3. Dalam hal pengungkapan belum sesuai 
karena tidak adanya peengungkapan 
penyisihan kerugian investasi musyarakah 
dan pengungkapan akibat penurunan nilai 
aktiva musyarakah. 
2. Pratama 
(2015) 
Analisis 
Pembiayaan 
Murabahah, 
Mudharabah, 
dan 
Musyarakah 
Pada Bank 
Kaltim Syariah 
di Samarinda 
1. Pembiayaan produktif mudharabah belum 
sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 
karena terdapat satu item pernyataan yang 
tidak diterapkan yakni: pengakuan pada 
laporan keungan. 
2. Pembiayaan produktif musyarakah belum 
sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 106 
karena terdapat satu item yang tidak 
diterapkan yakni: pengakuan pada laporan 
kuangan. 
3. Kusumasari 
(2011) 
Analisis 
Pembiayaan 
Musyarakah 
Berdasarkan 
PSAK No. 59 
dan PSAK No. 
106 Pada BMT 
Beringharjo 
Cabang 
Malioboro 
BMT Beringharjo Cabang Malioboro 
belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 
No. 59 dan PSAK No. 106 dalam hal 
Penyajian akuntansi tidak dikelompokkan 
berdasarkan unsur-unsur neraca. 
 
 
 
Tabel berlanjut... 
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No Nama 
peneliti dan 
tahun 
Judul 
penelitian 
Hasil penelitian 
4. Yusuf 
(2012) 
Analisis 
Penerapan 
Akuntansi 
Musyarakah 
Terhadap 
PSAK 106 
Pada Bank 
Syariah X 
Pengakuan dan pengukuran serta 
pengungkapan akuntansi pada Bank Syariah 
X telah sesuai dengan PSAK No. 106. Namun 
penyajian akuntansi belum sesuai dengan 
PSAK No. 106 karena saat realisasi 
pembiayaan musyarakah, pihak bank 
menyajikan pencatatan dengan mendebet 
pembiayaan musyarakah dan mengkredit kas 
atau rekening giro.  
 
2.4 Kerangka Berpikir 
Dalam kerangka berpikir di bawah, maka dapat menghasilkan sebuah 
penelitian sebagai berikut : 
Gambar 2.2 
Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di 
KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten 
PSAK No. 106 
Analisis 
1.Pengakuan dan 
pengukuran 
2. Penyajian 
3. Pengungkapan 
Sesuai Tidak Sesuai 
Lanjutan tabel 2.3 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari 2018 sampai dengan 
selesai. Adapun tempat penelitian yang dijadikan objek penelitian ini adalah 
lembaga keuangan syariah yang berupa Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang digunakan yaitu KSPPS Sarana Aneka Jasa 
Klaten yang beralamatkan Jl. Raya Pedan-Cawas, Jetis Wetan, Pedan, Klaten, 
Jawa Tengah Telp. (0272) 898360 Fax (0272) 5533000 Email: 
kospin_saj@yahoo.com. Pemilihan objek dalam penelitian ini menggunakan 
teknik purposive sampling dengan kriteria KSPPS yang menerapkan akad 
pembiayaan musyarakah dan yang bersedia untuk menjadi objek penelitian. 
3.2 Jenis Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada 
pembiayaan musyarakah di KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten, dengan beralasan 
bahwa KSPPS tersebut telah menerima penghargaan sebagai KSPPS berprestasi 
tahun 2016 oleh Kemenkop dan UKM serta kesesuaiannya dengan PSAK No. 
106. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah KSPPS Sarana 
Aneka Jasa Klaten telah menerapkan PSAK No. 106 atau belum. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  
Menurut Rosita (2012:102) penelitian dengan metode analisa diskriptif adalah 
penelitian yang dimaksudkan untuk mencoba mengumpulkan data secara teoritis 
untuk menilai suatu aplikasi nyata sebagai praktek sesungguhnya. Menurut 
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Sukmadinata (2009) dalam Yahdiyani (2015) penelitian diskriptif merupakan 
penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada 
dan mengkaji aktivitas, karakteristik, serta hubungannya dengan fenomena lain. 
Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan mengambil suatu 
objek penelitian yaitu KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten. Dalam penelitian ini 
menggunakan PSAK No. 106 sebagai standar yang digunakan untuk menganalisis 
perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah di KSPPS Sarana Aneka Jasa. 
3.3 Sampel Penelitian 
Sampel dalam penelitian ini adalah informan atau narasumber. Adapun 
informan yang digunakan adalah pimpinan, manager pembiayaan, dan bagian 
akuntansi dari KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten untuk mengetahui terkait 
kesesuaian dari penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah dengan PSAK No.  
106. Pemilihan informan dalam penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak yang 
berwernang atas pembiayaan musyarakah di KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten. 
3.4 Data dan Sumber Data 
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian meliputi: 
1. Data primer, peneliti mendapatkan informasi secara langsung dari pihak 
KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten yang menjadi informan dari penelitian 
ini, yaitu pimpinan, manager pembiayaan, dan bagian akuntansi. 
2. Data sekunder dalam penelitian ini berupa profil perusahaan, struktur 
organisasi, syarat-syarat pembiayaan dan laporan keuangan tahun 2017 dari 
KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten. Selain itu, peneliti juga menggunakan 
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beberapa literature yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah seperti 
artikel, buku dan berita dari website yang dapat mendukung penelitian ini. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam 
penelitian meliputi: 
1. Wawancara 
Peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan menyiapkan instrumen 
penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis terkait standar akuntansi 
untuk pembiayaan musyarakah serta peneliti juga telah memiliki jawaban 
atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. 
2. Dokumentasi 
Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan 
keuangan tahun 2017 terkait transaksi pembiayaan musyarakah dari 
KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten. 
3.6 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
deskriptif. Langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini sesuai 
dengan Miles dan Huberman (1984) dalam Yahdiyani (2015), yaitu sebagai 
berikut: 
1. Reduksi Data 
 Reduksi data lebih merujuk pada proses pemfokusan, pemilihan, 
penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dari yang 
terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Pada penelitian ini, 
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peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan data laporan keuangan 
pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten. Data yang didapat kemudian dipilih 
dan disederhanakan untuk memudahkan proses analisis kesesuaian 
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan 
musyarakah dengan menggunakan acuan PSAK No. 106 
2. Penyajian Data 
 Peneliti telah menyusun data dan hasil penelitian tentang kesesuaian 
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan 
musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 yang telah dianalisis dalam bentuk 
teks naratif dan tabel. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Langkah terakhir dari teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan 
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menarik kesimpulan 
tentang kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 
atas pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 di KSPPS Sarana 
Aneka Jasa Klaten. 
3.7 Validitas dan Reliabilitas Data 
Adapun yang dilakukan oleh peneliti untuk menguji validitas dan reliabilitas 
dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi sumber dan tringulasi teknik. 
Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 
memanfaatkan sesuaatu yang lain dari luar data itu untuk kepentingan pengecekan 
untuk data tersebut (Moleong, 2012). 
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Triangulasi sumber yaitu teknik yang dilakukan dengan membandingkan 
serta memeriksa data dari berbagai sumber yang diperoleh saat penelitian 
dilakukan (Sugiyono, 2011). Pada penelitian ini, peneliti membandingkan serta 
memeriksa kembali suatu informasi yang didapat dari tiga narasumber atau 
informan, yaitu pimpinan, manager  pembiayaan, dan bagian akuntansi. 
Triangulasi teknik yaitu teknik yang dilakukan dengan membandingkan data 
dari berbagai sumber yang diperoleh selama penelitian dilakukan (Sugiyono, 
2011). Adapun triangulasi teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
teknik wawancara dan dokumentasi. 
 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum 
4.1.1 Sejarah Singkat KSPPS Sarana Aneka Jasa 
Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Sarana Aneka 
Jasa tidak lepas dari keberadaan PT. Aneka Adhi Logam Karya (PT. AKA) yang 
dalam posisinya sebagai pusat pengolahan dan pengecoran logam dalam dunia 
industri sebagai produsen pipa air minum. Berawal dari kelompok karyawan dan 
direksi yang memiliki ide untuk membetuk wadah yang mengelola keuangan 
terutama kepentingan karyawan dalam mengatasi kesulitan modal dan keuangan 
keluarga. Bp. HM. Husnun HS (Alm) sebagai pioner dan sekaligus interprenur 
dengan dukungan dari segenap karyawan dan direksi maka terbentuklah wadah 
khusus karyawan PT. AKA. 
Dalam perjalanan dan perkembangannya masyarakat sekitar khususnya para 
pengusaha industri logam menghendaki agar koperasi tersebut juga melayani 
masyarakat sekitar dan umum. Atas desakan masyarakat itulah pada tanggal 9 
Januari 1997 dibuka dan diresmikanlah Koperasi yang melayani simpan pinjam 
oleh Bupati Klaten H. Kasdi bernama “Sarana Aneka Jasa” dengan Badan Hukum 
No. 12953/ BH/ KWK.11/ XII/ 96 tanggal 31 Desember 1996. Kantor utama 
berkedudukan di Batur Tegalrejo Ceper Klaten. Selanjutnya dimulailah pelayanan 
untuk masyarakat umum sampai dengan saat ini. 
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4.1.2 Struktur Organisasi KSPPS Sarana Aneka Jasa 
KSPPS Sarana Aneka Jasa dikelola oleh jajaran manajemen yang 
profesional dan berpengalaman, berikut organisasi pengurus, pengawas, 
dewan syariah, struktur organisasi pengelola dan standar pendidikan: 
1. Organisasi Pengurus 
Ketua   : H. Hanif Wahyudi 
Sekertaris  : H. Badrul Munir Bsc. 
Wakil Sekertaris : H. Drs. Anas Yusuf Mahmudi, MM 
Bendahara  : H. Mohammad Anies, S.E 
Wakil Bendahara : H. ErwanHeri Kusnadi 
2. Organisasi Dewan Syariah 
Ketua   : KH. Drs Muchlis Hudaf 
Anggota  : H. Priyono Hadi 
Anggota  : H. Luqman Herawan, S.E 
3. Organisasi Pengawas/ Penasehat 
Ketua   : H. Ir. Syamsul Ma’ari 
Anggota  : Dr. H. Sutrisno, Mkes. 
Anggota  : Subowo Puspo Harjono 
4. Organisasi Pengelola 
General Manager  : Nur Wachid Supriyadi, S.E 
Manager Personalia : Sudarsih Amd. 
Manager OPR & Pemb. : Alfi Jauhari, S. Si 
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Standar pendidikan tetap diberlakukan disamping kebijakan 
tertentu tetap diberlakukan, ditingkatan pengurus minimal pendidikan 
Sarjana, sementara tingkatan pengelola pendidikan Pasca Sarjana: 3 orang, 
Strata 1 (sarjana): 25 orang Diploma 3 (sarjana muda): 15 orang SLTA: 62 
orang.  
4.1.3 Visi dan Misi KSPPS Sarana Aneka Jasa 
KSPPS Sarana Aneka Jasa memiliki Motto” Maju Bersama Untuk 
Sejahtera”, yang mendukung terwujudnya visi KSPPS, yaitu “Menjadi koperasi 
simpan pinjam pembiayaan syariah terpecaya, sehat, tangguh dapat tumbuh dan 
berkembang maju secara mandiri hingga dapat mengangkat ekonomi dan 
kesejahteraan anggota di Jawa Tengah. 
Untuk mewujudkan visi tersebut, KSPPS Sarana Aneka Jasa memiliki misi-
misi yang perlu dijalankan, yaitu; 
1. Memupuk, menghargai dan menjadikan kepercayaan anggota dan calon 
anggota sebagai modal utama pertumbuhan. 
2. Berusaha memperluas jaringan kantor layanan sebagai upaya mendekatkan 
pelayanan pada anggota. 
3. Melakukan program riset dan penelitian guna mendukung inovasi produksi 
yang berkesinambungan. 
4. Selalu berupaya dan pemupukan modal anggota sebagai pelaku ekonomi 
mikro dalam mendukung usaha simpan pinjam. 
5. Menjadikan SDM yang sudah ada menjadi profesional pada sebagian besar 
pengelola, pengurus, pengawas dan dewan syariah. 
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6. Menjadikan KSPPS Sarana Aneka Jasa sebagai wadah ekonomi yang sehat 
dan dapat memenuhi kebutuhan seosial ekonomi bagi anggota maupun 
masyarakat calon anggota pada umumnya. 
7. Memperbaiki dan menjadikan kesejahteraan semua elemen sebagai tujuan 
utama dengan berpedoman pada UUD dasar UU koperasi Anggaran Dasar, 
Anggaran rumah tangga dan jati diri koperasi maupun prinsip koperasi. 
8. Secara berkesinambungan memperbaiki sistem operasional manajemen dan 
prosedur secara benar. 
4.2 Gambaran Khusus 
Peneliti telah melakukan penelitian mengenai analisis perlakuan 
akuntansi pembiayaan musyarakah pada KSPPS Sarana Aneka Jasa. Dari hasil 
penelitian yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut: 
4.2.1 Mekanisme Pembiayaan Musyarakah 
Mekanisme pembiayaan musyarakah pada KSPPS Sarana Aneka Jasa 
merupakan langkah-langkah dalam penyaluran dana (pembiayaan) musyarakah. 
Pihak yang melakukan pembiayaan musyarakah dinamakan pihak I mitra pasif 
dari pihak KSPPS dan pihak II mitra aktif dari nasabah yang mengajukan 
pembiayaan musyarakah. 
Mekanisme pembiayaan musyarakah yang ada di KSPPS Sarana Aneka Jasa 
meliputi proses sebagai berikut: 
a. Nasabah datang ke KSPPS Sarana Aneka Jasa untuk mengajukan 
pembiayaan. 
b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan musyarakah. 
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c. Melengkapi data administrasi seperti fotokopi KTP suami-istri, fotokopi 
KK, fotokopi surat nikah, fotokopi BPKB beserta STNK/ sertifikat, 
rekening listrik, telepon, atau air, dan PBB. 
d. Melakukan wawancara terkait pembiayaan. 
e. Formulir pengajuan pembiayaan yang telah diisi kemudian di bahas oleh 
manajemen untuk diproses dan dianalisis berdasarkan 5C, yaitu: 
1) Character atau kepribadian nasabah untuk menilai kejujuran dan 
itikad baik nasabah sehingga tidak menyulitkan pelunasan 
pembiayaan di kemudian hari. 
2) Capacity atau kemampuan nasabah untuk membayar angsuran 
pembiayaan yang diajukan dengan melihat dari prospek usahanya. 
3) Capital atau modal usaha yang telah dimiliki nasabah sehingga fungsi 
KSPPS sebagai pemberi modal tambahan saja. 
4) Collateral atau jaminan yang mudah dicairkan. 
5) Condition of economy atau prospek usaha nasabah. 
f. Survei pembiayaan terkait data yang diterima dengan fakta di lapangan baik 
jaminan, kemampuan usaha termasuk tempat tinggal dan omset usaha 
nasabah. Apabila jaminan berupa kendaraan maka akan dilakukan cek fisik 
sebagai keabsahan sedangakan jaminan yang berupa sertifikat akan 
dilakukan pengecekan di notaris. 
g. Jika pembiayaan musyarakah disetujui maka segera dilakukan pembuatan 
akad dan pencairan dana. 
h. Catatan: usaha yang akan dibiayai merupakan usaha yang halal. 
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Mekanisme atau prosedur pembiayaan musyarakah lebih jelasnya 
dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut 
Gambar 4.1 
Skema Prosedur Pembiayaan Musyarakah 
 
 
 
 
 
4.2.2 Akad Pembiayaan Musyarakah 
Akad pembiayaan musyarakah merupakan surat yang berisi perjanjian 
antara pihak KSPPS Sarana Aneka Jasa (mitra pasif) sebagai pemilik dana dengan 
pihak nasabah (mitra aktif) sebagai pengelola dana. Dalam akad tersebut tertulis 
berapa besar pembiayaan yang diberikan KSPPS Sarana Aneka Jasa kepada 
nasabah. Akad pembiayaan musyarakah bisa dikatakan selesai apabila nasabah 
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telah mengembalikan seluruh sisa pembiayaan serta kewajiban lainnya pada pihak 
KSPPS Sarana Aneka Jasa. 
4.2.3 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Sarana 
Aneka Jasa Klaten 
1. Pengakuan Pembiayaan Musyarakah 
KSPPS Sarana Aneka Jasa tidak melayani pembiayaan musyarakah 
dalam bentuk aset non-kas. KSPPS Sarana Aneka Jasa mengakui dana 
pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas yang diserahkan pada saat 
pencairan dana kepada nasabah selaku mitra aktif. Pembayaran bagi hasil 
dapat dilakukan secara harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan 
kesepakatan antara KSPPS dengan nasabah. 
KSPPS Sarana Aneka Jasa mengakui pendapatan hasil usaha pada saat 
nasabah menyetorkan bagi hasil pembiayaan musyarakah. Perhitungan 
nisbah bagi hasil sesuai dengan persentase yang ditentukan pada awal akad. 
Serta biaya yang timbul akibat akad musyarakah tidak diakui sebagai bagian 
dari pembiayaan musyarakah. 
2. Pengukuran Pembiayaan Musyarakah 
KSPPS Sarana Aneka Jasa mengukur pembiayaan musyarakah dinilai 
sebesar jumlah yang dibayarkan kepada nasabah pada saat pencairan dana, 
yaitu pada saat akad pembiayaan musyarakah disetujui. 
“Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto pembiayaan 
musyarakah dicatat pada saat penandatanganan akad musyarakah dan 
penyerahan dana kepada mitra kami”. 
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3. Penyajian Pembiayaan Musyarakah 
Total pembiayaan musyarakah yang diberikan KSPPS Sarana Aneka 
Jasa disajikan dalam neraca sesuai dengan nilai yang tercatat. Dalam 
laporan keuangan yang telah dibuat KSPPS Sarana Aneka Jasa terdiri dari 
beberapa komponen, yaitu neraca, perhitungan hasil usaha, dan laporan arus 
kas. 
4. Pengungkapan Pembiayaan Musyarakah 
Pada pembiayaan musyarakah KSPPS Sarana Aneka Jasa tidak 
membuat catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan isi 
kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil 
usaha, aktivitas usaha musyarakah dan pengelola usaha jika tidak ada mitra 
aktif dalam akad musyarakah serta pengungkapan yang diperlukan sesuai 
PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 
4.3 Hasil Penelitian 
KSPPS berfungsi untuk menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk 
tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah serta 
memberikan layanan jasa keuangan lainnya. Pembiayaan yang disediakan KSPPS 
Sarana Aneka Jasa yaitu pembiayaan produktif (pembiayaan mudharabah dan 
pembiayaan musyarakah), pembiayaan konsumtif (pembiayaan murabahah, 
pembiayaan ijarah, dan pembiayaan istisnha). 
Hasil dari wawancara dengan Bapak Supriyanto, S.E selaku pimpinan 
cabang, Ibu Agesti Inang Nevianti, S.E selaku bagian akuntansi dan Bapak Alfi 
Jauhari, S. Si selaku manajer pembiayaan dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Pembiayaan musyarakah diakui pada saat penyerahan dana kepada 
nasabah (mitra aktif). 
2. Pembiayaan musyarakah dinilai sejumlah uang yang diserahkan kepada 
nasabah pada saat pencairan dana, yaitu setelah akad pembiayaan 
musyarakah disepakati. 
3. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak diakui sebagai beban 
pembiayaan musyarakah. 
4. Ketika akad telah berakhir dan nasabah belum mengembalikan dana 
kepada KSPPS maka diakui sebagai piutang. 
5. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian 
sesuai dengan porsi dana. 
Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi mengenai 
pembiayaan musyarakah, dapat dianalisis sebagai berikut: 
1. Analisis Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di 
KSPPS Sarana Aneka Jasa dengan PSAK No. 106 
a. Pengakuan Investasi 
Dalam PSAK No. 106 paragraf 27, investasi musyarakah 
diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada 
mitra aktif. Dalam praktiknya, di KSPPS Sarana Aneka Jasa pada saat 
penyerahan dana kepada nasabah (mitra aktif) diakui sebagai 
pembiayaan musyarakah, karena menyesuaikan dengan akun yang telah 
ada pada software yang digunakan. 
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b. Pengakuan Bagi Hasil 
Dalam PSAK No. 106 paragraf 34, pendapatan usaha investasi 
musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, 
sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi 
dana. 
Pada praktiknya KSPPS Sarana Aneka Jasa pengakuan bagi hasil 
dilakukan seperti berikut: 
1) KSPPS mengakui pendapatan hasil usaha pada saat nasabah 
menyetorkan bagi hasil pembiayaan musyarakah dan periode 
pembayaran telah disepakati; dan 
2) Nasabah atau pengelola dana mayoritas adalah pedagang mikro dan 
kecil yang tidak membuat pembukuan sehingga pengakuan bagi 
hasil sesuai dengan persentase yang ditentukan pada awal akad. 
c. Pengakuan Beban 
Dalam PSAK No. 106 paragraf 30, biaya yang terjadi akibat akad 
musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai 
bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra 
musyarakat. KSPPS Sarana Aneka Jasa Pada praktiknya biaya yang 
terjadi akibat akad musyarakah tidak diakui sebagai bagian pembiayaan 
musyarakah dan diakui sebagai pendapatan. 
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2. Analisis Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di 
KSPPS Sarana Aneka Jasa dengan PSAK No. 106 
Pengukuran investasi musyarakah dalam PSAK No. 106 paragraf 28 
dijelaskan sebagai berikut: 
a. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan 
b. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat 
selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih 
tersebut diakui sebagai: 
1) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau 
2) Kerugian pada saat terjadinya. 
Dalam praktiknya KSPPS Sarana Aneka Jasa mengukur 
pembiayaan musyarakah sejumlah uang yang diserahkan kepada nasabah 
pada saat pencairan dana, yaitu setelah akad pembiayaan musyarakah 
disepakati.  
3. Analisis Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di 
KSPPS Sarana Aneka Jasa dengan PSAK No. 106 
Penyajian investasi musyarakah dalam PSAK No. 106 dijelaskan 
sebagai berikut: 
a. Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan 
sebagai investasi musyarakah; dan 
b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang 
diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra 
account) dari investasi musyarakah. 
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 Dalam praktiknya KSPPS menyajikan kas atau sejumlah uang 
kepada nasabah sebagai pembiayaan musyarakah. Selain itu komponen 
dalam laporan keuangan yang dibuat oleh KSPPS Sarana Aneka Jasa terdiri 
dari neraca, perhitungan hasil usaha, dan laporan arus kas.  
4. Analisis Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di 
KSPPS Sarana Aneka Jasa dengan PSAK No. 106 
Dalam PSAK No. 106 paragraf 37 dijelaskan pengungkapan 
pembiayaan musyarakah sebagai berikut: 
a. isi kesepakatan utama dalam usaha musyarakah seperti porsi dana, 
pembagian hasil usaha, dan aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain; 
b. pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan 
c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah. 
Dalam praktiknya KSPPS tidak membuat catatan atas laporan 
keuangan sehingga peneliti tidak dapat menganalisa kesesuaian 
pengungkapan pembiayaan musyarakah. 
 
4.4 Pembahasan 
4.4.1 Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan 
Musyarakah di KSPPS Sarana Aneka Jasa dengan PSAK No. 106 
Menurut Yahdiyani (2015: 13) pengakuan adalah suatu proses pembentukan 
suatu pos dengan memenuhi setiap unsur kriteria pengakuan yang tertera dalam 
paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi, pengakuan dilakukan dengan 
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menyatakan setiap pos tersebut baik dalam kata-kata maupun jumlah uang dan 
dicantumkan ke dalam neraca atau laporan laba rugi. 
Dalam PSAK No. 106 paragraf 34 dijelaskan bahwa pendapatan usaha 
investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. 
Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Pada 
praktiknya pengakuan pendapatan usaha di KSPPS Sarana Aneka Jasa telah sesuai 
dengan PSAK No. 106 karena pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan 
sedangkan kerugian sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra. 
Dalam penelitian Ariani Kusumasari (2011), pengakuan keuntungan pada 
pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Cabang Malioboro belum sesuai 
dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 karena pihak pengelola dana yang 
menerima pembiayaan kurang dari Rp. 10.000.000,00 tidak membuat laporan 
keuangan sehingga penentuan bagi hasil dihitung dari analisa kelayakan usaha 
pada formulir pengajuan pembiayaan. 
Nisbah bagi hasil antara KSPPS dengan nasabah seharusnya diperoleh dari 
persentase bagi hasil yang dihitung dari keuntungan riil yang didapat nasabah. 
Akan tetapi praktik tersebut sulit untuk diterapkan karena sebagian besar nasabah 
yang mengajukan pembiayaan musyarakah adalah usaha mikro dan kecil yang 
tidak melakukan pembukuan. Penentuan persentase nisbah pada awal akad yang 
dilakukan KSPPS sebagai wujud antisipasi apabila nasabah tidak jujur dalam 
melaporkan keuntungan hasil usahanya. 
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4.4.2 Pembahasan Mengenai kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan 
Musyarakah di KSPPS Sarana Aneka Jasa dengan PSAK No. 106 
Pengukuran adalah suatu proses penetapan jumlah uang yang digunakan 
untuk mengakui serta memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca 
dan laporan laba rugi (Yahdiyani, 2015). Dalam PSAK No. 106 paragraf 28, 
pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang 
dibayarkan  
Pada KSPPS Sarana Aneka Jasa, pembiayaan musyarakah diukur sejumlah 
uang yang dibayarkan KSPPS pada saat pencairan dana. Dapat disimpulkan 
bahwa pengukuran akuntansi pembiayaan musyarakah di KSPPS Sarana Aneka 
Jasa sudah sesuai dengan PSAK No. 106. Tidak terdapat pengukuran aset non-kas 
karena KSPSS tidak melayani pembiayaan dalam bentuk investasi aset non-kas. 
 
4.4.3 Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan 
Musyarakah di KSPPS Sarana Aneka Jasa dengan PSAK No. 106 
Penyajian adalah tentang bagaimana transaksi-trransaksi disajikan dalam 
laporan keuangan sehingga bisa dibaca oleh pihak-pihak yang berkepetingan, 
seperti manajemen dan masyarakat umum (Yahdiyani, 2015). Dalam PSAK No. 
106 paragraf 36 dijelaskan bahwa kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada 
mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Pada KSPPS kas yang 
diserahkan kepada nasabah (mitra aktif) disajikan sebagai pembiayaan 
musyarakah.  
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4.4.4 Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi 
Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Sarana Aneka Jasa dengan PSAK 
No. 106 
Menurut Siegel dan Shim (1994: 147) dalam Yahdiyani (2015:15) 
pengungkapan adalah suatu informasi yang disertakan sebagai lampiran pada 
laporan keuangan untuk catatan kaki atau tambahan. Karena pihak KSPPS tidak 
membuat catatan atas laporan keuangan sehingga peneliti tidak dapat menganalisa 
kesesuaian pengungkapan pembiayaan musyarakah dengan PSAK No. 106. 
Untuk pembahasan mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan 
musyarakah lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut. 
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Tabel 4.1 
Pembahasan Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah 
PSAK No. 106 KSPPS Sarana Aneka 
Jasa 
Penjelasan 
Kesesuaian 
Pengakuan: 
1. Investasi musyarakah diakui 
pada saat pembayaran kas 
atau aset non-kas kepada 
mitra aktif (paragraf 27) 
 
 
2. Biaya yang terjadi akibat 
akad musyarakah (misalnya, 
biaya studi kelayakan) tidak 
dapat diakui sebagai bagian 
investasi musyarakah kecuali 
ada persetujuan dari seluruh 
mitra musyarakah. (paragraf 
30) 
 
3. Pada saat akad diakhiri, 
investasi musyarakah yang 
belum dikembalikan oleh 
mitra aktif diakui sebagai 
piutang. (paragraf 33) 
 
4. Pendapatan usaha investasi 
musyarakah diakui sebesar 
bagian mitra pasif sesuai 
kesepakatan. Sedangkan 
kerugian investasi 
musyarakah diakui sesuai 
dengan porsi dana. (paragraf 
34) 
 
1. Pembiayaan 
musyarakah diakui 
pada saat 
penyerahan dana 
kepada nasabah 
(mitra aktif). 
 
2. Biaya yang terjadi 
akibat pembiayaan 
musyarakah tidak 
diakui sebagai 
bagian  pembiayaan 
musyarakah. 
 
 
3. Pembiayaan 
musyarakah yang 
belum dikembalikan 
nasabah diakui 
sebagai piutang. 
 
4. Pendapatan bagi hasil 
sesuai dengan 
persentase pada awal 
akad dan diakui 
sebesar bagian mitra 
pasif sesuai 
kesepakatan dan 
kerugian sesuai porsi 
dana. 
 
1. Sesuai  
 
 
 
 
 
 
2. Sesuai 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sesuai  
 
 
 
 
 
4. Sesuai 
Tabel berlanjut... 
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PSAK No. 106 KSPPS Sarana Aneka 
Jasa 
Penjelasan 
Kesesuaian 
Pengukuran: 
Pengukuran investasi 
musyarakah: 
Dalam bentuk kas dinilai sebesar 
jumlah yang dibayarkan. 
(paragraf 28) 
 
 
Pembiayaan musyarakah 
diberikan dalam bentuk 
tunai diukur sejumlah 
uang yang diberikan. 
 
 
Sesuai  
Penyajian: 
Kas atau aset non-kas yang 
diserahkan kepada mitra aktif 
disajikan sebagai investasi 
musyarakah. (paragraf 36) 
 
Kas yang diserahkan 
kepada nasabah (mitra 
aktif) disajikan sebagai 
pembiayaan musyarakah 
 
Tidak sesuai 
Pengungkapan: 
Mitra mengungkapkan hal-hal 
yang terkait transaksi 
musyarakah, tetapi tidak terbatas 
pada: 
1. Isi kesepakatan utama usaha 
musyarakah, seperti porsi 
dana, pembagian hasil 
usaha, aktivitas usaha 
musyarakah dan lain-lain; 
2. Pengelola usaha, jika tidak 
ada mitra aktif; dan 
3. Pengungkapan yang 
diperlukan sesuai PSAK 
No. 101 tentang Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah. 
(paragraf 37) 
 
 
 
 
Tidak membuat catatan 
atas laporan keuangan 
 
 
 
 
Tidak sesuai 
Lanjutan tabel 4.1 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari KSPPS Sarana Aneka 
Jasa dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa 
perlakuan akuntansi pada transaksi pembiayaan musyarakah yang meliputi 
pangakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai 
dengan PSAK No. 106. Karena dalam penyajian pembiayaan musyarakah pada 
KSPPS Sarana Aneka Jasa masih menggunakan istilah pembiayaan musyarakah 
seharusnya diganti dengan investasi musyarakah. Serta pengungkapan 
pembiayaan musyarakah tidak sesuai karena KSPPS Sarana Aneka Jasa tidak 
membuat catatan atas laporan keuangan. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini terbatas pada subjek yang diteliti, yaitu KSPPS Sarana Aneka 
Jasa yang beralamatkan di Jl. Raya Pedan-Cawas, Jetis Wetan, Pedan, Klaten. 
KSPPS tersebut merupakan kantor cabang pembantu dengan laporan keuangan 
terbatas pada neraca, laporan arus kas, dan perhitungan hasil usaha serta tidak 
adanya catatan atas laporan keuangan. 
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5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran baik bagi 
KSPPS Sarana Aneka Jasa terkait dan bagi peneliti selanjutnya antara lain: 
1. Bagi KSPPS Sarana Aneka Jasa diharapkan dapat membenahi serta 
memperbaiki struktur penyajian akuntansi pada laporan keuangan agar sesuai 
dengan PSAK No. 106 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbarui periode penelitian 
serta memperbanyak produk yang akan diteliti. 
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DAFTAR LAMPIRAN 
lampiran 1 
PEDOMAN WAWANCARA 
1. Kapan investasi musyarakah dicatat ? 
2. Dalam bentuk apa saja dana yang diserahkan kepada nasabah ? 
3. Dinilai sebesar berapa rupiah dana yang diserahkan kepada nasabah ? 
4. Adakah biaya yang dikeluarkan pihak KSPPS Sarana Aneka Jasa akibat 
terjadinya akad musyarakah dengan nasabah ? 
5. Ada berapa jenis pembiayaan musyarakah ? pembiayaan musyarakah jenis 
apa yang diterapkan di KSPPS Sarana Aneka Jasa ? 
6. Sebesar berapa rupiah bagian dana pihak KSPPS Sarana Aneka Jasa dalam 
investasi musyarakah permanen ? 
7. Nasabah yang belum mengembalikan dana kepada KSPPS Sarana Aneka 
Jasa ketika akad telah berakhir dicatat sebagai ? 
8. Bagaimana pembagian hasil usaha dalam investasi musyarakah? 
9. Dalam laporan keuangan dana yang diserahkan KSPPS Sarana Aneka Jasa 
kepada nasabah ditulis sebagai akun apa ? 
10. Apa saja isi dari kesepakatan usaha musyarakah antara KSPPS Sarana 
Aneka Jasa dengan nasabah ? 
 
 
   
 
Lampiran 2 
Hasil Wawancara 1 
Informan  : Bapak Supriyanto, S. E 
Jabatan  : Pimpinan Cabang 
Hari/ tanggal : Rabu, 18 April 2018 
1. Kapan investasi musyarakah dicatat ? 
Jawab: Pembiayaan musyarakah dicatat pada saat penandatanganan akad 
musyarakah dan penyerahan dana kepada mitra kita. 
2. Dalam bentuk apa saja dana yang diserahkan kepada nasabah ? 
Jawab: Kalau kita hanya dalam bentuk kas saja dalam bentuk aset non-kas 
tidak ada. 
3. Dinilai sebesar berapa rupiah dana yang diserahkan kepada nasabah ? 
Jawab: Kalau itu dinilai sesuai jumlah yang kita bayarakan saja. 
4. Adakah biaya yang dikeluarkan pihak KSPPS Sarana Aneka Jasa akibat 
terjadinya akad musyarakah dengan nasabah ? 
Jawab: Kalau kita biayanya hanya survey untuk studi kelayakan usaha dari 
mitra kita. 
5. Ada berapa jenis pembiayaan musyarakah ? pembiayaan musyarakah jenis 
apa yang diterapkan di KSPPS Sarana Aneka Jasa ? 
Jawab: Kalau yang sudah kita jalani selama ini musyarakah yang permanen  
nanti dikembalikan sebesar nilai rupiah ketika jatuh tempo akad. 
 
 
   
 
6. Sebesar berapa rupiah bagian dana pihak KSPPS Sarana Aneka Jasa dalam 
investasi musyarakah permanen ? 
Jawab: Sebesar jumlah kas yang dibayarkan di awal akad kemudian kalo 
nanti ada kerugian akan dikurangi kerugian itu. 
7. Nasabah yang belum mengembalikan dana kepada KSPPS Sarana Aneka 
Jasa ketika akad telah berakhir dicatat sebagai ? 
Jawab: Dicatat sebaagai piutang, akan tetapi mitra kita sampai sekarang 
belum bisa hadir karena kita hadirkan untuk menandatangani dalam bentuk 
piutang. 
8. Bagaimana pembagian hasil usaha dalam investasi musyarakah ? 
Jawab: Kalo pembagian hasil usahanya itu nanti berdasarkan nisbah 
kesepakatan pada awal akad. 
9. Dalam laporan keuangan dana yang diserahkan KSPPS Sarana Aneka Jasa 
kepada nasabah ditulis sebagai akun apa ? 
Jawab: Ditulis sebagai pembiayaan musyarakah 
10. Apa saja isi dari kesepakatan usaha musyarakah antara KSPPS Sarana 
Aneka Jasa dengan nasabah ? 
Jawab: Kalo isi kesepakatan di akad nanti ada data pribadi mitra, porsi dana, 
kespakatan nisbah masing-masing mitra berapa, aktivitas yang dijadikan 
objek pembiayaan musyarakah itu apa. 
 
 
   
 
Lampiran 3 
Hasil Wawancara 2 
Informan  : Ibu Agesti Inang Nevianti, S. E 
Jabatan  : Bagian akuntansi 
Hari/ tanggal : Rabu, 18 April 2018 
1. Kapan investasi musyarakah dicatat ? 
Jawab: Pembiayaan musyarakah dicatat pada saat penyerahan dana kepada 
mitra nasabah. 
2. Dalam bentuk apa saja dana yang diserahkan kepada nasabah ? 
Jawab: Di KSPPS ini hanya memberikan dalam bentuk kas saja tidak 
melayani dalam bentuk aset nonkas. 
3. Dinilai sebesar berapa rupiah dana yang diserahkan kepada nasabah ? 
Jawab: Dinilai sejumlah kas yang diserahkan kepada nasabah. 
4. Adakah biaya yang dikeluarkan pihak KSPPS Sarana Aneka Jasa akibat 
terjadinya akad musyarakah dengan nasabah ? 
Jawab: Ada, seperti biaya studi kelayakan untuk mengetahui prospek usaha 
nasabah. 
5. Ada berapa jenis pembiayaan musyarakah ? pembiayaan musyarakah jenis 
apa yang diterapkan di KSPPS Sarana Aneka Jasa ? 
 
 
   
 
Jawab: Ada dua jenis yaitu pembiayaan musyarakah permanen dan 
pembiayaan musyarakah menurun, akan tetapi yang baru diterapkan di 
KSPPS hanya pembiayaan musyarakah permanen. 
6. Sebesar berapa rupiah bagian dana pihak KSPPS Sarana Aneka Jasa dalam 
investasi musyarakah permanen ? 
Jawab: Bagian KSPPS dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan  dan 
dikurangi kerugian jika ada. 
7. Nasabah yang belum mengembalikan dana kepada KSPPS Sarana Aneka 
Jasa ketika akad telah berakhir dicatat sebagai ? 
Jawab: Dicatat sebaagai piutang. 
8. Bagaimana pembagian hasil usaha dalam investasi musyarakah ? 
Jawab: Pendapatan sesuai dengan nisbah kesepakatan dan kerugian  sesuai 
dengan porsi dana. 
9. Dalam laporan keuangan dana yang diserahkan KSPPS Sarana Aneka Jasa 
kepada nasabah ditulis sebagai akun apa ? 
Jawab: Sebagai pembiayaan musyarakah 
10. Apa saja isi dari kesepakatan usaha musyarakah antara KSPPS Sarana 
Aneka Jasa dengan nasabah ? 
Jawab: Isi kesepakatan meliputi porsi dana, pembagian hasil usaha, dan 
aktivitas terkait usaha musyarakah 
 
 
   
 
Lampiran 4 
Hasil Wawancara 3 
Informan  : Bapak Alfi Jauhari, S. Si 
Jabatan  : Manajer Pembiayaan 
Hari/ tanggal : Rabu, 18 April 2018 
1. Kapan investasi musyarakah dicatat ? 
Jawab: Pada saat penyerahan dana kepada nasabah. 
2. Dalam bentuk apa saja dana yang diserahkan kepada nasabah ? 
Jawab: KSPPS hanya menyediakan dalam bentuk kas/ tunai saja. 
3. Dinilai sebesar berapa rupiah dana yang diserahkan kepada nasabah ? 
Jawab: Dinilai sesuai dengan jumlah uang yang diserahkan kepada nasabah. 
4. Adakah biaya yang dikeluarkan pihak KSPPS Sarana Aneka Jasa akibat 
terjadinya akad musyarakah dengan nasabah ? 
Jawab: Ada, yaitu biaya studi kelayakan usaha nasabah. 
5. Ada berapa jenis pembiayaan musyarakah ? pembiayaan musyarakah jenis 
apa yang diterapkan di KSPPS Sarana Aneka Jasa ? 
Jawab: KSPPS hanya menerapkan pembiayaan musyarakah permanen. 
6. Sebesar berapa rupiah bagian dana pihak KSPPS Sarana Aneka Jasa dalam 
investasi musyarakah permanen ? 
Jawab: Bagian dana KSPPS sebesar jumlah uang yang diserahkan  dan 
dikurangi kerugian jika ada. 
 
 
   
 
7. Nasabah yang belum mengembalikan dana kepada KSPPS Sarana Aneka 
Jasa ketika akad telah berakhir dicatat sebagai ? 
Jawab: Piutang. 
8. Bagaimana pembagian hasil usaha dalam investasi musyarakah ? 
Jawab: Sesuai dengan kesepakatan pada awal akad, sendangkan kerugian 
berdasarkan porsi dana masing-masing. 
9. Dalam laporan keuangan dana yang diserahkan KSPPS Sarana Aneka Jasa 
kepada nasabah ditulis sebagai akun apa ? 
Jawab: Pembiayaan musyarakah 
10. Apa saja isi dari kesepakatan usaha musyarakah antara KSPPS Sarana 
Aneka Jasa dengan nasabah ? 
Jawab: Isi kesepakatan usaha meliputi pembagian hasil usaha, porsi dana 
dan aktivitas usaha musyarakah. 
 
 
   
 
Lampiran 5 
Dokumentasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
Jadwal Penelitian 
 
No Bulan September 
2017 
Oktober  
2017 
November 
2017 
Desember 
2017 
Januari 
2018 
Februari 
2018 
Maret 
2018 
April 
2018 
Mei 
2018 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
proposal 
   X X X                               
2 Konsultasi 
 
     X    X       X X X X X X X X  X    X X      
3 Revisi Proposal      X    X       X X X X X X X X  X    X X      
4 Pengumpulan 
Data  
                   X X X    X X X X X X      
5 Analisis Data                          X X X X X X      
6 Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
                             X X      
7 Pendaftaran 
Munaqasah 
                              X      
8 Munaqasah                                     
9 Revisi Skripsi                                     
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Daftar Riwayat Hidup 
 
Nama Lengkap  :   Muhammad Rifai Habibi Ma’ruf 
Nama Panggilan  :   Rifai 
TTL    :   Klaten, 17 November 1995 
Alamat :   Kadipirocinan RT 06 RW 02, Wadunggetas, Wonosari, 
Klaten 
No. Telp.   :   081329560255 
Riwayat Pendidikan : 
1. TK Aisiyah 
2. SD Negeri 2 Wadunggetas 
3. SMPN 3 Delanggu 
4. SMA N 1 Wonosari 
5. IAIN Surakarta 
Pengalaman Organisasi : - 
IPK terakhir   : 3,4 
